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ABSTRAK

Sebagar hukum vang tumbuh di tengah-tengah masyvarakat, hukum adat mempunvai akar
nilar yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budayva masyarakat schingga dalam
prakicknyva, masyarakat lebih cendrung menggunakan hukum adat dalam menyvelesaikan perkura
seria dijadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum, Indonesia yang
terdirt dari berbagal macam adat istiadal sangat terthat keberadsan bahwa hukum adm dan
hukum pidara adat masth ludup dimasing-masing daerahnva. Khuses di Sumaters Barat hukum
pidana adat masih digunakan oleh masyarakat dalam menyelesatkan tindak pidana mima
Berkaitan dengan uraian di atas, bagaimana proses penvelesaian tindak pidana sna menurut
hukum pidana adat di Sumatera Barat maka penulis lertarik untuk melakukan penelitian sehagai
karya tlmiah daliom bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Adat Terhadap
Tindak Pidana Zina di Kanagarian Pasia Laweh, Keeamatan Palupub. Kabupaten Agam®.
Berdaserkan lema vang telah penulis temukan maka terdapatlah beberapa permasalahan vai:
Pertama bagaimana proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat. &ede
apa sanksi yang dijatubkan terhadap pelaku zina Ketpa bagaimana kedudukan putusan pidana
adal dalaym kesus tindak pidapa zina. Untuk menjawab permasalaban diatas diperlukan suai
metode vang tepat, didalam hal in adalah metode veridis enpiris fsaviofoeis) vakni pendekatan
rerhadap masalah dengan melihat norma hukom vang berlaku, dibubungkan dengan fakta-fakta
vang ada didatam permasalahan vang ditemui. Proses penyelessian tindak pidana zima menuruat
hukum pedana adat dilakukan secara berahap, tabap pertama penvelesaian adalah dengan
menegur dan menaschati sipelaku apabila teguran vang tersebut tidak menjadikan sipelaku jera
ukan dilaksanazkan whap selanjuinya, dalam tabap ini akan maka masino-masing pihak
mengadakan musyawarah untuk mencan kesepakatan puna penyvelesaian masalah tadi Proses
penvelesaian skan dibawa kepenpadilan adat apabila musyawarsh yang disdakan antar pihak
tidak mencapai kata sepakat atau sipelaku memang kedapatan tertangkap tanean melakukan
perbuatan zina. Unwk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat terjadinva
pelanggaran adal, maka hukum pidana adat juga menjatuhkan sanksi terhadap pelakunyva, Sanksi
vang dijatubakan yaitu berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, buang sepanjang
adat dzn buang ungkarang,  Kesemua sankst tersebur dlilaksanakan sccara seiring sejalan
tergantung dart masing-masing kasus vang terjad
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AL Latar Belakang Masalah

mdonesia merupakan banpsa vang masyarskamya memildn keragaman suku, ras,
agama dan adat kebizsaan vang tersebar di kota-lots dan desa-desa Keragaman upun
mengadt suxlu kekavaan akan potenst yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Dalam kehidupan
bermasyarakatnya, masyarakat dan bukiem merupakan dug hal vang tidak dapat dipisahkan,
whi societas fhe s, dimana ads masyarakar dan disitu ada hukum. Oleh karena it dibutuhkan
sty aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakal demi mencapar betertiban
urmum. Aduran hukum tersebut ada vang tertulis maupun tidak terulis, berlaku secara nasional

maupun kedeerahan, di dalam lapangan hukum publik maopon hukum privat!

[ndonesia adalab scbuah negare hubum frechoda, dimans setiap ketentuan vang
barlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukusmn veng berlaku secars nasional. Mamen
dizemping berlakunya hukum nasional, dr tengab-lenzah masyarakas Juga tumbub dan
oerkembang suaty sistem bukum yang bersumber dad kebiasaan ying adu di masyarakst
tersebut. Kebiasaan inilah ving nantinya berkembang menjadi suats ketentuan yang disebue

dengan hukum adat

Secara etimologis istilah huknn adat terdivd dan duz kata, vaitu hukom dan sdat,
Hukum adalah kempulan peraturan yang terdiri dasi norma-norma dan sanksi-sanksi yang

serlwpuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehinges keamanan dan ketertiban

' Soepomo. 1967, Sab-bab Tearang Fakan Adin Jokaria Peeerhit BT IParadaya. Paramitha hal 3



terpelihara. Sedangkan adat adalah merupakan pencenminan dari kepribadian sesuaty bangsa,
merupakan salah satu penjelmaan danpada jiwa bangsa yang bersangkutan dan abad ke abad,
Jalam ranah pemikiean Arab kontemporer, adat atau teadisi dianiken dengan warisan adaya,
pemikiran, agama, sasira, dan kesenian yvang bermuatan emosional dan ideolosis Olch karena
, pengertian hukum Adat menuryl Prof. Dr. :’?naml'nu, osH. adalab bukum yang ndak tertulis
20 dalam peraturan legislatif meliputi peraturan vang hidup meskipun tidak dietapkan oleh
ang berwanb tetapi ditaati dan didukeng oleh rakyer berdasarkan atas kevakinan bahwasanya

“eraturan peraturan tersebut, mempunvai kekuaten hukum.”

Adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendin dengan adat suku-suku lain i
nconesia, tetapt dengan beberapa perbedaan atau kekhasan vang membedakannva Kekhasan
7 terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem zans keturunan
menurut [, matrilineal. Xekhasan fain yvang sangat penting ialah bahwa adat Minangkaba
merata dipakal oleh setisp orang di selurub pelosok nagan dan tidak menjadi adat para
engsawan den raja-rag saja. Selisp individu terikat dan terlibat dengan aclal, hampir semus
i-lakr dewssa menyandang pelar adar, dan semua hubungan kekerabatan dialor secara adat
~dal mengatur meeraks dan hubungan antar sesama angeota masvarakar Minengkabeu, baik

Zalam hubunzan yang formal maupun vang tidak formal

D0 mase pemberlakuan otosom daersh ssat ind, dimana setiap dacrah dibert
cowenangen menyelenggarakan  pemerintzhannya sendint dan harus mendasarkan  pada
cninsip-prinsip antara lain otonomi vang berlangeung jawab, menekankan peda demokrasi,

TENUNjANg aspirasi, perdn serta masvarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman

! Thid, hal 8-
? Ibid, bal 16
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Berdasarkan urzian pads bab-bab terdabulu dalam penubisan sknps: in, penulis akan
membenkan beberaps kesimpulan Gan saran-seran guna merangkimkan kemball pembahasan
vang dikemukakan dalam batasan-batasan ruang ingkup judul sknpsi 1o,
A Kesimpulan
Dari wuraian terdahulu, ada beberapa vang dapat doarsk sebagal kesimpulan akhie
dar penclitian tm, vartu:

I, D Sumatera Barat, khususnya di Kapaganan Pasia Laweh Kecamatan Palupah hukum
pidana adat sebaga hukum vang bersumber dan kebiasaan, masth dizkw dan berlaku
ditenpah-tenpah masyarakat, (HMeh karena itu masyvargkal lebib cenderung memakai
hukum pidana adat dalam menvelesaikan sevap pelanggaran yang tenadi, terulama
dalam menyelesatkan perbuatan sumbang salah.

2. Zina menurut pasal 284 KUHP, memiliki pengertian yang herbeda dengan pengertan
yang diberikan eleh hukum pudana adat, menorut pasal 284 KUHP, sescorangz yang
melakukan perbuatan zina, salab salu pihaknya musti terikat perkawinan vang svah
dengan orang lain Sedangkan menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina
mengandung  pengertian vang letuh luas, dimana setiap orang yvanpe melakukan
lubiagan suami istr tanpe memilks hulnmgan perkawiman vang syah dikategonkan
sebagal perbuatan zing, tdak parlu salah sale prhak tersebat telah menikah atan belum
Jadi sumbang salah menorut hukum pidana adat memili¥i pengecian vang lelah luas
darf rumusan yang di ater di dalam XUHP. Tindak pidana zing menorut rumuosan

KUHP memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjerat sebagal suatu tindak pidana

T
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